
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.1179, 2013 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM. 
Kompetensi. Tenaga Ahli. Terampil. Jasa 
Konstruksi. Persyaratan. 

 
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 09/PRT/M/2013 
TENTANG 

PERSYARATAN KOMPETENSI UNTUK SUBKUALIFIKASI TENAGA AHLI 
DAN TENAGA TERAMPIL BIDANG JASA KONSTRUKSI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 8C ayat (6)  
Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 
2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa 
Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum tentang Persyaratan Kompetensi untuk 
Subkualifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Bidang 
Jasa Konstruksi; 

Mengingat  : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang 
Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955), 
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang 
Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637); 

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan 
Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141); 

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara; 

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24); 

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P 
Tahun 2009; 

Peraturan Menteri PU Nomor 08/PRT/M/2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG 

PERSYARATAN KOMPETENSI UNTUK SUBKUALIFIKASI 
TENAGA AHLI DAN TENAGA TERAMPIL BIDANG JASA 
KONSTRUKSI. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 
1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat 

KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang 
dapat menyandingkan,  menyetarakan, dan mengintegrasikan antara 
bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja 
dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan 
struktur pekerjaan di berbagai sektor. 

2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya 
disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup 
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